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WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU   
NOMOR    23   TAHUN 2026 

 
TENTANG  

 
ANALISIS STANDAR BELANJA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BANJARBARU,  

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3822); 

  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
  5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
  7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6322); 

  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1433); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
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  15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota 

Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah 

diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota 

Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 

2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Banjarbaru Nomor 132); 

  16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12); 

  17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kota Banjarbaru 

Tahun 2024 Nomor 9); 

  18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran daerah Kota 

Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR 

BELANJA. 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna 

Barang. 
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 
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7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB 

adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya 
yang digunakan untuk melaksanakan setiap program atau 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk satu 
tahun anggaran.  

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

9. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota 

Banjarbaru. 
 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

Maksud ditetapkan ASB dalam Peraturan Wali Kota ini, untuk 
mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran Belanja 

Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat 
dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran 

ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan 
berdasarkan penyetaraan nama kegiatan/sub kegiatan yang 
berlaku sama untuk seluruh SKPD. 

 
Pasal 3 

Tujuan penetapan ASB dalam Peraturan Wali Kota ini untuk:  
a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu 

kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinyа;  
b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas 

yang menyebabkan inefisiensi anggaran; 

c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam Pengelolaan 
Keuangan Daerah; dan 

d. menentukan anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja            
yang jelas. 

 
 

BAB III 

JENIS ASB 
 

Pasal 4 
(1) ASB terdiri dari dari:  

a. ASB fisik;  
b. ASB non fisik. 

(2) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis 
yang distandarkan.  

(3) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui 

analisis yang distandarkan. 
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BAB IV 

PENERAPAN ASB 
 

Pasal 5 
(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, Pemerintah Daerah 

menerapkan ASB. 

(2) Penerapan sebagaima dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
(3) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya 

setiap kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyusunan 
RKA-SKPD.  

(4) ASB berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam 

rangka penyusunan RKA-SKPD.  
(5) Pengaturan ASB dalam Peraturan Wali Kota ini terbagi 

menjadi 2 (dua) yaitu ASB yang diterapkan melalui Sistem 
Informasi (SIPD) dan ASB yang diterapkan melalui 

mekanisme manual. 
 
 

BAB V 
PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 6 

(1) Wali Kota melakukan pengendalian, pembinaan, dan 
pengawasan ASB. 

(2) Dalam pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan 

pengawasan ASB dilakukan oleh SKPD yang membidangi 
perencanaan pembangunan Daerah.  

(3) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pengendalian, 
pembinaan, dan pengawasan ASB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

 
BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 7 
a. penyusunan kegiatan/sub kegiatan yang telah ada sebelum 

ditetapkan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini;  
b. penyusunan kegiatan/sub kegiatan anggaran perubahan 

APBD tahun anggaran 2026 dan APBD tahun berikutnya 
harus mempedomani ketentuan ASB dalam Peraturan Wali 

Kota ini. 
 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2023 tentang 
Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 39), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

 

 Ditetapkan di Banjarbaru 

pada tanggal 22 Juli 2026 

WALI KOTA BANJARBARU, 

 ttd 

ERNA LISA HALABY 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 22 Juli 2026 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU, 

ttd 

SIRAJONI 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 23 


